
a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis
pembangunan Kabupaten Pringsewu dapat tercapai,
maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (RENSTRAPD) yang menetapkan prioritas
program dan 'kegiatan pembangunan selama 4
(empat) tahun untuk memberikan landasan
kebijakan taktis strategis dalam kerangka
pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat
dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2022' tentang Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, maka
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana
Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah sebagairnana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 11
Tahun 2020, Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan denganPeraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang : Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;

BUPATIPRINGSEWU,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Menimbang

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAHTAHUN2023-2026

PERATURANBUPATIPRINGSEWU
NOMOR3 TAHUN2022

TENTANG

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

SALINAN·,



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4700);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 ten tang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4932);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6573);

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);

;

Mengingat
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5887); .

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam NegeriNomor 120 Tahun 2018;

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

16.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun
2007 Nomor 8,' Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 314);
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3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
Prlngsewu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pringsewu dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pringsewu sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.,,

Pasal1

BABI
KETENTUANUMUM

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13
Tahun 2019 tentang Rencana Pernbangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun .2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 500);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2012 Nomor 03;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Prlngsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

PERATURANBUPATITENTANGRENCANASTRATEGIS
PERANGKATDAERAHTAHUN2023-2026.

Menetapkan



,
12.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan
kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran
strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

,
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah

dokumen perencanaan Daerah Kabupaten
Pringsewuuntuk periode 1 (satu) tahunan.

9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk
rriencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh
anggaran Sebagian atau seluruhnya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)danfatau
AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10.Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, terdiri dari
sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut.

11.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis dari
tujuan programdan kebijakan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Pringsewu untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan menengah daerah yang
digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah
Kabupaten Pringsewu sebagai pedoman untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah untuk periode 4 (empat) tahun.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan· Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 4 (empat)tahun.
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(2) lsi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABVIII

BAB VII

BABIV

BABV

BABVI

BAB III

: PENDAHULUAN

: GAMBARAN UMUM PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

: PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

: TUJUAN DAN SASARAN

: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

: KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

:PENUTUP

BAB I

BAB II

BABIII

SISTEMATlKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

(1) Renstra Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran
dari RPDTAhun 2023-2026.

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasa12

BAB II

:KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
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BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR 63:5

HERI ISWAHYUDI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal Z3 I!:a,ret 2022

SEKRE'fARmS DAERAH K]\BUP1\TEN PRINGSEWU,

SUJADI

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal Z3 !<laret 2022

BUPAn PRINGSEWU,

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Bupati mi dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Agar setiap
perundangan
penempatannya
Pringsewu.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal4

BABIV

KETENTUAN PENUTUP .



NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(1) (2)
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2. DINAS KESEHATAN
3. DINAS PEKERJMN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4. BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
6. DINAS SOSIAL
7. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
8. DINAS PEMBERDAYMN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9. DINAS KETAHANAN PANGAN
10. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
12. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATDAN PEKON
13. DINAS PERHUBUNGAN
14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
15. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
16. DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN

MODAL
17. DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
19. DINAS PERIKANAN
20. DINAS PERTANIAN
21. SEKRETARIAT DAERAH
22. SEKRETARIAT DPRD
23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
24. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
25. BADAN PENDAPATAN DAERAH
26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA
27. INSPEKTORAT KABUPATEN
28. KECAMATAN PRINGSEWU .
29. KECAMATAN GADINGREJO
30. KECAMATAN PAGELARAN
31. KECAMATAN BANYUMAS

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026

LAMPlRAN . PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR ~. TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023-2026
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SUJADI

dto

BUPAn PR]NGSEWU,

NO. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(1) (2)
32. KECAMATANSUKOHARJO
33. KECAMATAN ADILUWIH
34. KECAMATAN PAGELARAN UTARA
35. KECAMATAN AMBARAWA
36. KECAMATANPARDASUKA
37. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


